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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia, yang makin lama
menjadi makin berharga, hal ini di karenakan kebutuhan akan tanah semakin
meningkat sedangkan persedian tidak berubah (tetap). Selain itu juga tanah
merupakan tempat manusia berdiam, tempat mencari makan dan juga tempat mereka
dimakamkan.

Pada sisi lain jumlah dan luas tanah yang dikuasai oleh manusia sangat
terbatas dan tidak berubah dan relatif tetap jika dibandingkan dengan jumlah
perkembangan manusia yang cukup banyak dan mengurangi ketersedian untuk
keperluan Ma lainnya sebagaimana adanya perkembangan ekonomi, budaya dan
teknologi industri termasuk kepentingan pedagang, perkebunan, pemukiman dan
pemerintahan, maka akan terjadi benturan kepentingan antara satu dengan
kepentingan lain.

Masalah tanah akan tetap selalu bekepanjangan, membuat resah dan
menyusahkan semua pihak. Kasus tanah sering terjadi dimana-mana dan sering
menimbﬁlkan masalah didalam masyarakat untuk mempertahankan kepentingan atas
hak yang menyangkut tanah. Pembebasan hak atas tanah untuk pembangunan yang

dilaksanakan pemerintah maupun swasta, prosesnya sering di permasalahkan yaitu



mengenai besarnya ganti rugi yang ditetapkan dengan cara musyawarah untuk
kepentingan pemerintah.

Berbicara tentang pembangunan dewasa ini sangat erat kaitannya dengan
masalah tanah karena setiap kegiatan Pembangunan Nasional yang sedang
dilaksanakan baik oleh pemerintah ataupun swasta yang sifatnya fisik maupun non
fisik, secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tersedianya tanah
yang cukup bagi kegiatan pembangunan. Tanah juga merupakan tempat pemukiman
bagi sebagian besar umat manusia dan sebagai sumber penghidupan bagi sebagian
umat manusia yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan perkebunan,
akhimya tanah menjadi tempat istirahat bagi manusia setelah manusia meninggal
dunia. Jadi dengan demikian tanah selain mempunyai arti dan peranan panting dalam
hidup dan kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia tergantung
dengan tanah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa tanah merupakan sumber utama bagi kehidupan
manusia, karena diatas tanahlah manusia membangun semua sektor yang menyangkut
kehidupannya sebagai orang perorangan, maupun dalam hidup bermasyarakat,
bebangsa dan bernegara. Oleh karena tanah merupakan sumber kehidupan dan
pijakan manusia yang utama maka kelestarian fungsi tanah itu haruslah pula
dipelihara dengan tanggung jawab yang sebesar-besarnya.

Pemahaman pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab bangsa baik
pemerintah maupun seluruh masyarakat indonesia, ini berarti setiap warganegara

indonesia dituntut untuk berpartisipasi sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang No.5



Tahun 1960 bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial ini berarti hak-hak
atas tanah yang melekat pada seseorang seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna
Usaha maupun hak milik harus dilepas demi kepentingan umum, kalau tanah tersebut
digunakan untuk kepentingan umum. Akan tetapi hak seseorang tersebut tetap
dilindungi oleh pemerintah atau Undang-Undang. Menyadari akan kebutuhan, nilai
serta fungsi dari tanah menyebabkan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh
rakyat, melakukan suatu pengaturan tersendiri yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria atau biasa disingkat
UUPA.

Dari itu dalam melaksanakan pembangunan hendaknya lebih berorientasi
kepada kepentingan masyarakat dan dalam hal pengadaan tanah untuk kegiatan
pembangunan jangan sampai mengorbankan tanah masyarakat, karena “Tan;lh tempat
mereka berdiam, memberikan mereka makan, tempat mereka tinggal dan tempat
mereka dimakamkan™.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum didasarkan
kepada KEPPRES No. 55 Tahun 1993, bila ada permasalahan dalam bidang
pengadaan tanah maka penyelesaian pengadaan tanah tersebut dapat diselesaikan
pada tingkat daerah. Bila tidak berhasil maka Gubernur dapat melaksanakan
penyelesaian dengan cara melakukan pencabutan hak atas tanah sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan

1
Soetomo, Pembebasan Pencabutan Permoh Hak ]
Surabaya, 1984, Him.84 ohonan Hak Atas Tanah, Usaha Nasional,



Benda-Benda Yang Ada di Atasnya dengan persetujuan Presiden melalui Menteri
Agraria Kepada Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kehakiman. |

Sebelum adanya KEPPRES No. 55 Tahun 1993, permasalahan pembebasan
tanah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975, dimana
penyelesaian pengadaan tanah tersebut hanya diselesaikan pada panitia penyelesaian
tanah yang ada didaerah melalui persetujuan Gubernur. Disini dapat diketahui latar
belakang kenapa diberlakukannya KEPPRES No. 55 Tahun 1993 yang sekaligus
mencabut PMDN No. 15 Tahun 1975, terlihat adanya tindakan sepihak dar
pemerintah untuk mengadakan pembebasan tanah, dimana pembebasan tanah itu mau
tidak mau harus terlaksana dan terkadang tidak mempedulikari kepentinagan rakyat.2
Tidak hanya tanah Negara saja tetapi juga tanah yang dikuasai oleh penduduk dengan
berpatokan dan mengacu kepada KEPPRES No. 55 Tahun 1993 yang didalam pasal
1 nya menentukan yaitu setiap kegiantan untuk mendapatkan tanah adalah dengan
cara memberi ganti rugi kepeda yang berhak atas tanah tersebut.

Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan melalui pembebasan hak
atas tanah dilakukan dengan cara memberi ganti rugi kepada yang berhak atas
tersebut, sedangkan pasal 7 nya menentukan bahwa ganti rugi dapat pula berikut
tanah, bagunan, tanaman beserta benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai

akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

2 Ibid,



Dalam proses penentuan harga ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman
selain terdapat pertimbangan yang rasional, juga adanya aspek-aspek psikis,
emosional dan irasional. Hal ini dikarenakan adanya kepentinag yang berbeda antara
pemilik tanah yang terkena pembebasan tanah dengan pemerintah. Pembebasan
tanah ini dapat dilakukan setelah adanya kesepakatan di kedua belah pihak. Akan
tetapi dalam kenyataannya hal ini tidak demikian karena tidak ada kesepakatan harga
dari pemerintah karena sering dinilai murah, sedang pemilik menghendaki harga
tinggi, jadi tidak sesuai dengan harga dasar tanah yang telah ditentukan oleh
pemerintah setempat. Sebagai contoh, Seperti kz;sus tanah Raden Johana
Adikoesoemah, dimana pada kasus tanah yang menjadi hak milik Raden Johana
Adikoesoemah dengan Nomor Persil 46 D III, dibangun kantor dinas Pénerﬁakan
Propinsi Jawa Barat, tanpa adanya kesepakatan terlebihdahulu antara Pemerintah
setempat dengan Raden Adikoesoemah selaku pemilik tanzh tersebut.

Pembebasan hak atas tanah tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi,
adanya perluasan kota-kota, dan dengan sistem kapitalisasi yang berkembang di
Indonesia timbulah penggusuran serta pertikaian masalah tanah, pemerintah
mengiginkan fungsi tanah dimanfaatkan untuk kegiatan yang menguntungkan.

Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
disatu pihak meberikan kemungkinan untuk mempunyai tanah dengan hak
perorangan yang paling kuat, tetapi dilain pihak penguasaan dan pengunaannya harus

memperhatikan kepentingan bersama atas kepentingan umum.

3 Gatra, No.35 Tahun VL, Pembebasan Hak AtasTanah, 15 Juli 2000, Him.38



Seiring dengan pertumbuhan Kota Palembang, ekonomi yang meningkat, arus
perdagangan serta sarana dan prasarana yang lain yang ikut andil mengenai kebutuhan
akan jalan semakin diperlukan. Sebab, kita ketahui bahwa jalan merupakan sarana
penting dalam transportasi. Sarana yang ada dirasa kurang mencukupi apa lagi Kota
Palembang sekarang mulai sering macet terutama pada jam sibuk.

Melihat permasalahan pertanahan yang ada, masalah utama yang sering
muncul dalam setiap usaha pengadaan tanah untuk pembangunan khususnya Jalan
Raya di Kota Palembang adalah mengenai ganti rugi. Hal ini disebabkan karena
disatu pihak masyarakat sebagai pemilik dan atau pemegang hak atas tanah menuntut
ganti rugi yang sesuai, karena mereka menganggap ganti rugi disediakan tidak sesuai
atau Belmn seimbang dengan harga tanah yang berlaku umum dimasyarakat, dilain
pihak pemerintah dalam hal ini panitia pengagadaan tanah harus sesuai dengan
anggaran yang tersedia.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek perluasan Jalan Dr. M Isa, Cek
Agus dan MP.Mangku Negara Kota Palembang pada dasamya dilaksanakan oleh
pemerintah guna menunjang usaha pembangunan yang menitik beratkan pada
kepentinagan umum dengan mengorbankan hak-hak atas tanah dari masyarakat luas,

untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri bukan sebaliknya

menyengsarakan masyarakat.



Berdasarkan Uraian-uraian diatas ini lah yang melatar belakangi penulis
untuk menyusun skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PROYEK PERLUASAN JALAN Dr.M.ISA, CIK AGUS, DAN

MP. MANGKU NEGARA KOTA PALEMBANG*.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang akan dibahas adalah :
1. Bagaiamana prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek perluasan
Jalan Dr.M.Isa, Cik Agus, dan MP.Mangku Negara Kota Palembang ?
2. Kendala-kendala apa saja yang timbul pada saat pelaksanaan pengadaan tanah
untuk proyek perluasan Jalan Dr.M.Isa, Cik Agus, dan MP.Mangku Negara Kota

Palembang?

C. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan luasanya permasalahan yang dapat timbul dari
pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek perluasan Jalan Dr.M.Isa, Cik Agus, dan
MP.Mangku Negara Kota Palembang, maka penulis membatasi ruang lingkup
pembahasan skripsi ini hanya pada pelaksanaan dan ‘icendala-kenda]a dalam proses

pengadaan tanah untuk proyek perluasan Jalan Dr.M.Isa, Cik Agus, dan MP.Mangku

Negara Kota Palembang,



D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek

perluasan Jalan Dr.M..Isa, Cik Agus, dan MP.Mangku Negara Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi didalam pelaksanaan pengadaan

tanah untuk proyek perluasan Jalan Dr.M.Isa, Cik Agus, dan MP.Mangku Negara

Kota Palembang.

E. Metode Penelitian

L.

Tipe Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan hukum secara yundls empiris
yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah-masalah pengadaan tanah untuk
proyek perluasan jalan demi kepentingan umum/untuk kepentingan rakyat
pada umumnya yang terjadi  didalam masyarakat  dengan
mengacu/mengunakan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Sedangkan
sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha
melukiskan sifat objek yang diteliti dengan wahana pengolahan data,

pengklafikasian data guna mendapatkan kesimpulan.*

Him.36

: Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991,

-,



2. Sumber Data

~

.

Dalam penelitian ini, penulis mengunakan sumber data sekunder dan primer.

a. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau
dokumentasi dengan mempelajari literatur-literatur yang ada yang
mempunyai hubungan dengan permasalahan untuk memperoleh norma
dasar dalam kajian data yang didapat dari buku-buku, dokumen negara
serta peraturan-peraturan perundang-undangan.

b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung
dilapangan, dilakukan dengan cara melakukan pendekatan pada badan
atau instasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta
warga masyarakat yang hak atas tanahnya terkena sehubungan dengan
pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek perluasan Jalan Dr.M.Isa, Cik
Agus, MP .Mangku Negara Kota Palembang,.

Lokasi Penelitian

Fokus lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional JI.

Kapten Arivai Palembang, Kantor Wali Kota Palembang, serta Kantor Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Palembang.

Tehnik Penentuan Sample.

Sampel pada penelitian ini akan diambil dengan cara purposive sampling -

yakni pengambilan contoh dengan tujuan tertentu. Masksudnya adalah

dalam pengambilan sample tetang responden yang akan diteliti untuk suatu

twuan didasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan masalah yang akan
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diteliti. Dalam penelitian skripsi ini maka responden yang akan diambil adalah
meraka yang diangap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang bekenaan
dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian skripsi ini maka
responden y;ng akan diambil adalah mereka yang diangap memiliki
pengetahuan dan pengalaman yang berkenaan dengan masalah yang akan
dibahas. Responden tersebut terdiri dari staf Badan Pertanahan Nasional, staf
Kantor Wali Kota Palembang dan instansi-instansi terkait serta warga
masyarakat sekitar J1.Dr.M.Isa, Cik Agus, dan MP.Mangku Neagara Kota
Palembang. Sehubungan dengan pelaksanan perluasan jalan tersebut.

. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data primer dilakuan dengan wawancara yang berpedoman
dengan daftar pertanyaan. Walaupun begitu juga dirasakan terdapat informasi
yang tidak terjaring, secara insidetil dapat dilakuakn wawancara secara bebas.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari dokumen

tertulis.

. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun baik data primer maupun data sekunder,
akan diolah dengan mengunakan metode deslcn'pﬁf kualitatif. Metode ini
artinya, diuraikan menurut mutu dan sifat dari gejala dan peristiwa hukumnya
yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer, yang ditautkan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan uraian para

penulis, buku kepustakaan yang merupakan data sekunder.
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